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Bab VII: Analisis Yuridis Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, perbedaan
Ombudsman dengan fungi hakim berkenaan dengan kualitas
dalam keputusan dan sarana yang digunakan untuk membuat
keputusan. Dicontohkan pula bahwa di Belanda perbedaan
Ombudsman dengan fungsi hakim terletak pada obyek dan
norma penguijian (bet object van de toetsing en de toetsingsnorm).
Obyek pengujian adalah perilaku aparat (gedragingen van
organen) dan norma pengujian Ombudsman adalah norma
kepatutan (beboorlijkbeidsnorm).”

Sekalipun rekomendasi Ombudsman bukan merupakan
putusan pengadilan yang legally binding, bukan berarti dapat
diabaikan begitu saja, sebab ada mekanisme daya ikat lain yang
melindungi rekomendasi Ombudsman selain daya ikat moral,
yaitu daya ikat politik. Maksudnya, berdasarkan mekanisme
pelaporan Ombudsman kepada parlemen (DPR/DPRD), maka
aparat negara, pemerintah (pemerintah daerah), atau pengadilan
yang tidak mengindahkan rekomendasi dari Ombudsman dapat
dilaporkan kepada DPR/DPRD. Dan DPR/PDRD oleh Ombuds-
man dapat diminta untuk mengusut masalah maladministrasi ini
lebih lanjut, baik melalui panitia khusus atau panitia kerja. Dalam
rangka ini Ombudsman memiliki posisi tawar (bargaining po-
sition) tersendiri terhadap Pejabat penyelenggara pemerintahan
(pemerintahan daerah) dan penyelenggara negara, seiring de-
ngan semakin signifikan-nya peran dan kewenangan penga-
wasan (chek and balance) DPR/DPRD terhadap eksekutif,

2 Hadjon, Philipus M, 1999, Peranan Ombudsman Dalam Mening-
katkan Pemerintaban Yang Bersib dan Efisien, makalah, disampaikan dalam
seminar Fungsi Hukum dalam Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI
dan International Center for Legal Cooperation of The Netherland, Jakarta, 23-
24 Agustus 1999;
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